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PUTUSAN
Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.PBun
S\t D\ z
@E&%—’;‘f
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Mei 1998 agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXX X, RT 026
XXXXXXXKK XKXXXXXK, XXXXXXXKK XXX XXKXXXX, XXXXXXKKX
XHXXXXXKKXXX — XXXKK;  XXKXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXX,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kumai, 20 Juni 1990 agama
Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman XXXxXX XXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX
XXXXX, XXXXKXXXX XXKKX, XXXXXXXKK XXXXXXXXXXXX XXKKX,

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor
442/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Arut Selatan,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0562/049/V111/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat selama dan sudah di karuniai 1 anak yang
bernama usia 3 tahun, Lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 09 Agustus
2020 dan  saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
3.1. Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat merasa
sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka;
3.2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat mengucap talak
kepada Penggugat, dan memutuskan berpisah secara agama,
kemudian setelah itu baik Penggugat maupun Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali ke rumah
orang tua masing-masing;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan
Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat
0;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernamalahir tanggal 09 Agustus 2020 dengan tetap memberikan
hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan namun Penggugat tidak hadir selama 2
(dua) kali berturut-turut setelah sidang pertama dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat hadir namun pada sidang lanjutan yaitu tanggal 13 Agustus 2024
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dan tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat tidak hadir meskipun telah
diperintahkan pada perisdangan sebelumnya dan telah dipanggil
berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2024 Penggugat tidak
pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugad Bagi Pengadilan Huruf C angka 5 a menyatakan Penggugat yang
pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali
berturut-turur pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim
menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara
perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp865.000,00 ( delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA
Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya

Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim,

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.l.

Panitera Pengganti

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP :Rp  60.000,00
- Proses :Rp  75.000,00
- Panggilan :Rp 720.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
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